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ABSTRAK 

Kehadiran berbagai platform media sosial yang seharusnya digunakan untuk 

tujuan rekreatif dan edukatif justru disalahgunakan untuk mencemarkan nama 

baik pihak lain dengan maksud menghancurkan reputasi. Permasalahan yang hadir 

adalah keberadaan UU ITE yang seharusnya melindungi kebebasan ekspresi justru 

bermasalah dengan sejumlah pasal karet yang digunakan untuk mempidanakan 

pihak lain yang dinilai melakukan tindak pencemaran nama baik. Tindak pidana 

pencemaran nama baik dapat diselesaikan dengan pendekatan restorative justice 

dengan asas mengedepankan asas ultimum remedium sebagai ganti hukuman 

pidana penjara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan restorative 

justice terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik di Indonesia. 

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan menggunakan 

pendekatan restorative justice dan kemanfaatan hukum. Penelitian ini menemukan 

bahwa tindak pidana pencemaran nama baik merupakan tindak pidana ringan 

sehingga tidak harus menggunakan pendekatan litigasi dengan hukuman pidana 

penjara sebab pidana penjara merupakan bentuk perampasan kebebasan manusia 

terutama untuk pelanggaran hukum dengan kategori tindak pidana ringan; 

hukuman terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik di Indonesia 

dilakukan dengan mempertimbankan asas ultimum remedium dengan pendekatan 

restorative justice; restorative justice memungkinkan pemulihan hubungan 

interpersonal antara pelaku dan korban dalam masyarakat di masa depan; 

penerapan restorative justice hanya dapat dilakukan pada tindak pidana 

pencemaran nama baik jika elemen penegak hukum terintegrasi secara terpadu 

dalam implementasi restorative justice; tata cara restorative justice terhadap 

tindak pidana pencemaran nama baik harus mengacu pada pedoman yang 

termaktub dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 

Tahun 2021; penerapan restorative justice merupakan justifikasi bentuk 

pengaturan tentang penyelesaian tindak pidana pencemaran nama baik yang 

efektif dan memenuhi nilai kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan hukum. 

Simpulan dari penelitian ini adalah penerapan keadilan restoratif ini merupakan 

justifikasi bentuk pengaturan tentang penyelesaian tindak pidana pencemaran 

nama baik yang efektif dan memenuhi nilai kepastian hukum, kemanfaatan dan 

keadilan hukum dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan Peraturan Kepolisian 

Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 menjadi pedoman penyelesaian 

tindak pidana ringan berdasarkan keadilan restoratif. Saran dalam penelitian ini 

adalah perlu adanya sinergitas antara kebebasan berekspresi dan berpendapat 

dengan UU ITE sehingga tidak terjadi lagi penyalahgunaan media sosial untuk 

merusak reputasi pihak lain ataupun penyalahgunaan UU ITE untuk 

mempidanakan pihak lain yang kritis dan tidak disukai; dan Setiap aparat penegak 

hukum khususnya Polri wajib secara terpadu berkolaborasi untuk menyelesaikan 

perkara pidana pencemaran nama baik tanpa meletakkan kepentingan tertentu di 

atas upaya restorative justice. 

 

Kata Kunci : Kebebasan Berekspresi, Restorative Justice, Pencemaran Nama 

Baik, Polri, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik 

 

xii 

 

Universitas Kristen Indonesia 



 
ABSTRACT 

The presence of various social media platforms that should be used for 

recreational and educational purposes is instead misused to defame other parties 

with the intention of destroying reputations. The existence of the ITE Law, which 

is supposed to protect freedom of expression, is in fact problematic with a number 

of rubber articles being used to convict other parties deemed to have committed 

acts of defamation. The criminal act of defamation can be resolved with a 

restorative justice approach with the principle of prioritizing the principle of 

ultimum remedium in lieu of imprisonment. This study aims to analyze the 

application of restorative justice to perpetrators of criminal acts of defamation in 

Indonesia. This study uses a normative juridical method and uses a restorative 

justice approach and legal benefits. This study found that the criminal act of 

defamation is a misdemeanor crime so that it does not have to use a litigation 

approach with a prison sentence because imprisonment is a form of deprivation of 

human freedom, especially for violations of law in the category of minor crimes; 

punishment for perpetrators of criminal acts of defamation in Indonesia is carried 

out by taking into account the principle of ultimum remedium with a restorative 

justice approach; restorative justice enables the restoration of interpersonal 

relations between perpetrators and victims in society in the future; the application 

of restorative justice can only be carried out on criminal acts of defamation if law 

enforcement elements are integrated in an integrated manner in the 

implementation of restorative justice; restorative justice procedures for criminal 

acts of defamation must refer to the guidelines contained in the Republic of 

Indonesia State Police Regulation Number 8 of 2021; the application of 

restorative justice is a justification for the form of regulation regarding the 

settlement of criminal acts of defamation that are effective and fulfill the value of 

legal certainty, expediency and legal justice. The conclusion of this research is 

that the application of restorative justice is a justification for the form of 

regulation regarding the resolution of criminal acts of defamation that is effective 

and fulfills the values of legal certainty, expediency and legal justice and 

implements the values of Pancasila and the Republic of Indonesia State Police 

Regulation Number 8 of 2021 as a guideline. resolution of minor crimes based on 

restorative justice. The suggestion in this research is the need for synergy between 

freedom of expression and opinion and the ITE Law so that there will be no more 

social media propaganda to damage the reputation of other parties or promote 

the ITE Law to criminalize other parties who are critical and disliked; and Every 

law enforcement apparatus, especially the National Police, is obliged to 

collaborate in an integrated manner to resolve criminal cases of good name 

without placing certain interests above restorative justice efforts. 
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